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WALIKOTA MOJOKERTO
RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR ......TAHUN 2015

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA DAERAH TERMASUK BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS KOTA MOJOKERTO
PADA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

WALIKOTA KOTA MOJOKERTO,

Menimbang:       bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Daerah Termasuk Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Kota Mojokerto Pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Mengingat:  1.   Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 1050);

6. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2153);  

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara nomor 2918);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201); 

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);

16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

25. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN 
TENAGA KERJA DAERAH TERMASUK BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS KOTA MOJOKERTO PADA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.

2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.

3. Pemerintah Kota Mojokerto adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah Kota Mojokerto dan DPRD Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
5. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan perdagangan barang.

6. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

7. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

8. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

10. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos pekerja pada tingkat keterampilan dan keahlihan tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang/jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlihan tertentu. 

12. Tenaga Kerja Daerah adalah setiap orang yang dinyatakan berdasarkan keterangan kartu identitas kependudukan sebagai penduduk Kota Mojokerto yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
13. Pekerja/buruh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah setiap orang  yang bekerja di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

15. Pengusaha adalah:

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaaan milik sendiri;

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Kota Mojokerto mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

16. Disabilitas adalah suatu kondisi disebabkan oleh pembawaan waktu lahir, kecelakaan kerja, sebab kesehatan atau suatu peristiwa yang mengakibatkan keterbatasan fisik, mental yang bukan tergolong gangguan kejiwaan, inteletual, dan/atau sensorik seseorang dalam jangka waktu yang lama atau sementara.

17. Aksesibilitas adalah kemudahan dan fasilitas khusus yang disediakan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

18. Jenis dan derajad disabilitas adalah macam disabilitas serta tingkat berat dan ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.

19. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental bukan tergolong gangguan kejiwaan, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi di tempat kerja, lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama.
20. Perusahaan adalah:

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau upah dalam bentuk lain;

b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

21. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;

22. Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah.
23. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya yang harus dikelola oleh pihak pengusaha agar tidak menimbulkan suatu dampak yang membahayakan bagi tenaga kerja.

24. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
25. Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah.

26. Skala upah adalah kisaran nominal upah untuk setiap kelompok jabatan.

27. Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan dalam organisasi perusahaan.  

28. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak dan kewajiban para pihak.

29. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

30. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian kerja yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

31. Syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh yang belum diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
32. Penahanan Ijazah adalah suatu tindakan atau perbuatan menahan atau menyimpan surat tanda kelulusan sekolah atau universitas milik tenaga kerja yang dilakukan oleh pengusaha sebagai persyaratan diterima kerja atau sebagai jaminan pada masa saat bekerja.
33. Promosi adalah perpindahan jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada lingkungan kerja yang sama atau ke perusahaan berbeda dalam satu kepemilikan yang diikuti dengan peningkatan hak, fasilitas dan upah yang diterima.

34. Demosi adalah tindakan yang diambil oleh pengusaha untuk menurunkan atau melepaskan jabatan pekerja/buruh sebagai bagian dari sanksi yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah nyata melanggar ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan aturan peraturan perundang-undangan.

35. Mutasi adalah proses perpindahan pekerja/buruh pada lingkungan kerja yang sama atau ke perusahaan berbeda dalam satu kepemilikan dikarenakan:

a. peningkatan prestasi kerja; 

b. permintaan pekerja/buruh; 

c. kebutuhan perusahaan;

d. bagian dari sanksi; dan/atau

e. demosi.
36. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Mojokerto adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Mediator Hubungan Industrial Kota Mojokerto adalah pegawai instansi pemerintah dalam jabatan fungsional yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
38. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berasaskan:

a. kemanusiaan;

b. kekeluargaan;

c. keadilan;

d. kesamaan dan kepastian dalam hukum;
e. profesionalisme dan kontribusi postitif.

Pasal 3
Peraturan Walikota ini bertujuan:

a. meningkatkan kesejahteraan pengusaha, tenaga kerja dan keluarganya;

b. menjamin hak, kewajiban, kesempatan dan perlakuan yang sama di tempat kerja;
c.      memberikan arahan dan pedoman dalam pengelolaan sumber daya manusia di tempat kerja;

d. menciptakan hubungan industrial yang harmonis di Kota Mojokerto;

e. mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Kota Pelayanan.

BAB III

KESETARAAN

Pasal 4
Setiap tenaga kerja daerah termasuk tenaga kerja penyandang disabilitas pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berhak mendapatkan kesempatan kerja dan perlakuan yang sama di tempat kerja serta memiliki kewajiban yang sama.

Pasal 5
Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

a. tingkat pendidikan dan keterampilan;

b. formasi yang tersedia;

c. derajad dan jenis disabilitas bagi tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
d. bidang usaha.

BAB IV

PENGATURAN SEBELUM BEKERJA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6
(1) Pemerintah Kota Mojokerto melalui SKPD yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan melakukan koordinasi perencanaan penempatan kerja bagi tenaga kerja daerah termasuk tenaga kerja penyandang disabilitas pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 
(2) Setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di wilayah Kota Mojokerto wajib melaporkan dan melakukan koordinasi setiap perencanaan dan penggunaan tenaga kerja kepada Pemerintah Kota Mojokerto melalui SKPD yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan.
(3) Ketentuan pelaporan dan koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibuat berbentuk tertulis yang sekurangnya memuat:

a. identitas perusahaan;

b. rencana jumlah kebutuhan tenaga kerja termasuk tenaga kerja daerah dan tenaga kerja penyandang disabilitas;

c. penempatan tenaga kerja; dan 

d. bentuk dan isi perjanjian kerja.  

Bagian Kedua

Pelatihan Kerja dan Pemagangan

Pasal 7
(1) Pemerintah Kota Mojokerto melalui SKPD yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan tenaga kerja yang dilakukan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Mojokerto.
(2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditujukan kearah peningkatan kompetensi tenaga kerja termasuk bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.

(3) Setiap pelaksanaan dan persyaratan pelatihan kerja untuk tenaga kerja pada Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern wajib dilaporkan secara tertulis kepada SKPD yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan untuk dicatat pada buku pencatatan.
(4) Pelaporan secara tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sekurangnya memuat:
a. Identitas perusahaan;

b. bentuk dan jenis pelatihan kerja;

c. tempat dan waktu pelatihan kerja;

d. peserta pelatihan kerja; dan
e. syarat dan ketentuan pelatihan kerja.
    Pasal 8
(1) Metode pelatihan kerja oleh perusahaan pada Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern dapat diselenggarakan dengan pemagangan.

(2) Pemagangan yang dimaksud pada ayat (1) bukan masa percobaan kerja.
(3) Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.
Pasal 9
(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha dibuat secara tertulis.

(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

a.  hak dan kewajiban peserta dan pengusaha;

b.  besaran uang saku;

c.  sarana aksesibilitas yang tersedia di tempat kerja jika memagangkan tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
d. jangka waktu pemagangan.
(3) Perjanjian pemagangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan untuk dicatat pada SKPD yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan dan mendapatkan bukti pencatatan.
(4) Pemagangan yang diselenggarakan:

a. tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan.
Pasal 10
(1) Tenaga kerja penyandang disabilitas Kota Mojokerto berhak mendapatkan pelatihan kerja khusus bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan atau dikoordinasi oleh Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

(2) Pelatihan kerja kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. jenis dan derajad disabilitas; 

b. latar belakang pendidikan;

c. kemampuan tenaga kerja disabilitas yang bersangkutan.
(3) Walikota dapat mewajibkan program pemagangan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas kepada  Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern;
(4) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Walikota memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat dan Negara.
Bagian Ketiga
Perekrutan

Pasal 11
Setiap calon tenaga kerja daerah termasuk tenaga kerja penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dalam proses perekrutan tenaga kerja.

Pasal 12
(1) Pengusaha dalam melaksanakan perekrutan tenaga kerja wajib mendahulukan tenaga kerja daerah termasuk tenaga kerja penyandang disabilitas dengan tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi yang sesuai kebutuhan perusahaan.
(2) Komposisi penerimaan tenaga kerja umum dengan tenaga kerja daerah termasuk bagi tenaga kerja penyandang disabilitas jika sesuai kebutuhan perusahaan dengan komposisi perbandingan 2 : 1.
Pasal 13
(1) Pengusaha di Kota Mojokerto dilarang mensyaratkan sehat jasmani dan rohani dalam proses perekrutan calon tenaga kerja.

(2) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sehat jasmani dan rohani yang berhubungan dengan disabilitas seseorang.
Pasal 14
Pengusaha dilarang mensyaratkan penahanan ijasah asli milik tenaga kerja sebagai persyaratan penerimaan kerja dan/atau pada waktu sebelum, selama dan setelah bekerja.

Bagian Keempat
Perjanjian Kerja

Pasal 15
(1) Perjanjian kerja pekerja/buruh dengan pengusaha dapat dibuat secara tertulis dan lisan.
(2) Perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Mojokerto yang tugas dan fungsinya bersifat tetap adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
(3) Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan surat pengangkatan.

(4) Perjanjian kerja atau surat pengangkatan yang dibuat tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk penyandang disabilitas tuna netra dibuat dengan huruf bahasa Indonesia dan diterjemahkan sesuai dengan aslinya ke huruf braille.

Pasal 16
Perjanjian kerja tertulis dan surat pengangkatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 wajib didaftarkan ke SKPD yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan untuk diteliti dan dicatat
BAB V

PENGATURAN SAAT BEKERJA

Bagian Kesatu

Pengupahan

Pasal 17
Setiap pekerja/buruh pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Mojokerto berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 18
Pemberi kerja di Kota Mojokerto dilarang membayar upah minimum bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 19
(1) Pengusaha membayar upah pekerja/buruh berdasarkan ketentuan struktur dan skala upah menurut ketentuan peraturan ketenagakerjaan.

(2) Pengusaha yang akan menyusun struktur dan skala upah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan penyusunan kepada SKPD yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan melalui pejabat yang bertanggungjawab dibidang hubungan industrial dan syarat kerja dengan dibantu oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial Kota Mojokerto.

(3) Pengusaha melakukan peninjauan upah untuk pekerja/buruh secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

Pasal 20
Setiap pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan berupa uang kepada pekerja/buruh paling lambat 6 (hari) sebelum Hari Raya Keagamaan kepada masing-masing pekerja/buruh.
Bagian Kedua

Jaminan Sosial


Pasal 21
(1) Setiap pengusaha pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Mojokerto wajib untuk mengikutsertakan pekerja/buruh pada program jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.
Bagian Ketiga
Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pasal 22
(1) Setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan.
(2) Pelaksanaan pengawasan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Mojokerto.
Bagian Keempat
Promosi Pekerjaan Layak dan Penghapusan

Pekerjaan Terburuk 
Pasal 23
(1) Pemerintah Kota Mojokerto memfasilitasi dan mendorong upaya promosi pekerjaan layak.

(2) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan tenaga kerja termasuk penyandang disabilitas pada pekerjaan terburuk bagi pekerja/buruh penyandang disabilitas.

(3) Pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

b. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral pekerja/buruh penyandang disabilitas.

Bagian Kelima
Pekerja/Buruh Perempuan 
Pasal 24
(1) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d pukul 07.00 pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
a. Memberikan makan dan minuman bergizi; 

b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja;

c. Menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan saat berangkat dan pulang.
(2) Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusuinya anaknya jika hal itu harus dilaksanakan selama waktu kerja.

(3) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan sarana yang layak untuk tempat menyusui bagi pekerja/buruh perempuan untuk menyusui anaknya.
Bagian Keenam
Keikutsertaan Organisasi

Pasal 25
(1) Setiap pekerja/buruh pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Mojokerto berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

(2) Setiap pengusaha pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Mojokerto berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.

(3) Setiap pekerja/buruh dan pengusaha pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Mojokerto berhak menjadi anggota Dewan Pengupahan Kota Mojokerto jika memenuhi persyaratan.

(4) Setiap pekerja/buruh dan pengusaha  pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berhak untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Karir
Pasal 26
Pengusaha menyusun perencanaan pengembangan karir bagi pekerja/buruh termasuk bagi pekerja/buruh penyandang disabilitas.
Pasal 27
Kesempatan promosi dilakukan berdasarkan:

a. masa kerja;

b. kompetensi kerja;
c.      kualifikasi formal; dan/atau

d. kemampuan.  
Pasal 28
(1) Pengusaha hanya dapat melakukan demosi kepada pekerja/buruh termasuk peekrja/buruh penyandang disabilitas yang terbukti melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(2) Ketentuan yang tercantum dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dengan jelas menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut dapat dikenakan demosi. 
(3) Pengusaha dalam melakukan demosi kepada pekerja/buruh termasuk pekerja/buruh penyandang disabilitas wajib mengeluarkan Surat Keputusan Demosi.

(4) Sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Demosi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib didahului oleh Surat Peringatan secara berurutan sampai ketiga dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(5) Surat Peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) wajib mencantumkan adanya ancaman sanksi pengenaan demosi terhadap pelanggaran yang dilakukan pekerja/buruh termasuk pekerja/buruh penyandang disabilitas.

(6) Surat Keputusan demosi dan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib diberitahukan kepada SKPD yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diberikan kepada pekerja/buruh termasuk bagi pekerja/buruh penyandang disabilitas.
(7) Demosi yang tidak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (6) secara otomatis batal demi hukum.
Pasal 29
(1) Pengusaha dapat melakukan mutasi kepada pekerja/buruh termasuk pekerja/buruh penyandang disabilitas.

(2) Pengusaha wajib menyesuaikan sarana dan prasana aksesibilitas pada tempat mutasi yang baru bagi pekerja/buruh penyandang disabilitas.

(3) Pengusaha yang melakukan mutasi kepada pekerja/buruh termasuk pekerja/buruh penyandang disabilitas wajib mengeluarkan Surat Keputusan Mutasi.

(4) Mutasi yang dilakukan kepada pekerja/buruh termasuk pekerja/buruh penyandang disabilitas disebabkan promosi dapat dilakukan ke perusahaan satu kepemilikan berbeda tempat.

(5) Mutasi yang dilakukan karena bagian dari pemberian sanksi dan/atau demosi wajib didahului oleh pemberian Surat Pemberitahuan Mutasi kepada pekerja/buruh termasuk pekerja/buruh penyandang disabilitas dan kepada SKPD yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi.

(6) Surat Pemberitahuan Mutasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya wajib memuat:

a. nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;

b. nama, alamat dan jabatan pekerja/buruh;

c. alasan mutasi;

d. tempat dan tujuan mutasi;

e. tanggal akan diterbitkan Surat Keputusan Mutasi;

f. mulai dan jangka waktu berlakunya mutasi;

g. tanda tangan perwakilan serikat pekerja/serikat buruh jika menjadi anggota;

h. tanda tangan pihak pengusaha.

(7) Mutasi yang tidak berdasar pada ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) secara otomatis batal demi hukum.
Pasal 30
(1) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial Kota Mojokerto melakukan penelitian sebab dilakukan demosi atau mutasi setelah menerima pemberitahuan dari pengusaha.
(2) Jika terbukti dari hasil penelitian Surat Keputusan Demosi atau Surat Peringatan dilakukan oleh sebab yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka:

a. Surat Peringatan;

b. Surat Keputusan Demosi.

batal demi hukum. 

(3) Jika terbukti dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Mutasi dilakukan oleh sebab yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat dibatalkan.

(4) Pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31
Jika pekerja/buruh menolak:

a. Surat Peringatan;

b. Surat Keputusan Demosi;

c.     Surat Pemberitahuan Mutasi; dan/atau

d. Surat Mutasi.

penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mekanisme mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Kota Mojokerto.

BAB VI

PENGATURAN SETELAH BEKERJA

Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 32
(1) Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dalam segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja bagi pekerja/buruh pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
(2) Jika segala hal telah diupayakan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari maka pemutusan hubungan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 33
(1) Pemerintah Kota Mojokerto melalui SKPD yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 

(2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi terkait, sekolah termasuk universitas.

(3) Anggaran pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Mojokerto; 

b. bekerjasama dengan swasta; dan/atau

c. sumber Dana sah lainnya.
BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pasal 34
(1) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Mojokerto melaksanakan fungsi pengawasan ketenagakerjaan guna menjamin pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi pengawasan umum guna menjamin pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

(3) Mediator Hubungan Industrial Kota Mojokerto menyelesaikan setiap perselisihan hubungan industrial pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern melalui mekanisme mediasi.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi Administratif

Pasal 35
Pelanggaran ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 15). 

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36
Semua peraturan pelaksanaan bagi Pusat Perbelanjaan  dan Toko Modern di Kota Mojokerto tentang ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dengan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. 
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pada tanggal ...








WALIKOTA MOJOKERTO
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Diundangkan di Mojokerto
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SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
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